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Abstract 
This study aimed to compare the theory with the practice of forensic audit on 
field audit of the Goverment Financial Management and Its Reporting in joint audit 
activities of the financial year 2009 at The Ministry of National Education Inspectorate 
General conducted by the Auditor BPK RI. In addition, the study was conducted to 
analyze the internal control system as well as the identification of fraud that occurs in 
these activities. The results shows that the auditors of BPK RI have implemented some 
of the audit techniques that exist in forensic audit theory. The system of internal control 
and accountability in managing public finance influence on the size of the potential for 
fraud. The weakness of the internal control system led to a fraud committed in the 
management and accountability of state finances the joint audit activities of the 
Inspectorate General of the Ministry of National Education in financial year 2009, 
among others, the abuse of authority and accountability of the use of fictitious letters in 
accountability activities trips. 
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PENDAHULUAN 
Berbagai kasus dugaan kecurangan yang dilakukan pejabat pemerintah baik 
pusat maupun daerah menjadi pemberitaan yang marak baik di media cetak maupun 
televisi. Hal tersebut menunjukkan buruknya pengelolaan keuangan yang dilakukan 
pada sektor publik. Kecurangan yang terjadi menyebabkan kerugian atas keuangan 
negara maupun daerah yang berakibat pada rusaknya sendi-sendi sosial dan budaya 
masyarakat. Kecurangan yang terjadi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan karena 
telah menjangkit hampir di semua lini, mulai dari tingkat pejabat sampai dengan tingkat 
pelaksana atau pegawai paling bawah. Kecurangan tersebut berdampak negatif pada 
semua sektor baik itu ekonomi maupun sosial. Dari segi ekonomi sangat merugikan 
keuangan negara yang pada akhirnya akan merugikan rakyat banyak. Kecurangan yang 
dilakukan juga berdampak besar secara sosial karena menghambat pembangunan yang 
akhirnya masyarakat miskin yang sangat dirugikan karena terhambatnya pembangunan 
nasional. 
Bologna, Lindquist dan Wells mendefinisikan kecurangan “Fraud is criminal 
deception intended to financially benefit the deceiver” yaitu kecurangan adalah 
penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si 
penipu. Kecurangan atau perbuatan curang hanyalah salah satu dari berbagai tindak 
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pidana. Dalam akuntansi forensik, pengertian kecurangan dibatasi pada tindak 
kecurangan yang terjadi di perusahaan (kantor, lembaga, organisasi, dan seterusnya) 
dalam hubungan kerja (occupational fraud). Dalam prakteknya, kecurangan yang 
terjadi di sektor publik karena lemahnya sistem pengendalian intern yang ada pada 
entitas tersebut sehingga tidak dapat menekan adanya kecurangan. Kecurangan dapat 
terjadi karena adanya kekuasaan dan kesempatan untuk dapat melakukan tindak 
kecurangan. 
Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan informasi, modus 
operandi dari para pelaku kecurangan semakin canggih dan bervariasi. Jenis 
kecurangan dan modus operandi di setiap negara akan berbeda-beda, tergantung pada 
sistem penegakan hukum di negara tersebut. Di negara maju yang memiliki kondisi 
ekonomi yang bagus dan sistem penegakan hukum yang berjalan dengan baik praktik 
kecurangan lebih sedikit modus operandinya, sedangkan di negara berkembang akan 
lebih banyak modus operandi tindak kecurangannya. Para pelaku akan cenderung 
mencari celah untuk melakukan kecurangan dari lemahnya sistem pengendalian dan 
penegakan hukum. 
Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), korupsi merupakan 
salah satu jenis kecurangan. Perilaku yang biasanya dilakukan oleh pejabat publik, baik 
politikus maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya 
diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan 
kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Pemberantasan tindak pidana 
korupsi yang marak terjadi di Indonesia memerlukan peningkatan transparansi serta 
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara maupun swasta. Hal tersebut memerlukan 
upaya terpadu dalam melakukan perbaikan sistem akuntansi dan sistem hukum guna 
meningkatkan mutu kerja serta memadukan pekerjaan lembaga pemeriksa dan 
pengawasan keuangan dengan penegak hukum. 
Era Reformasi membawa perubahan yang besar pada Badan Pemeriksa 
Keuangan yang telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam 
Sidang Tahunan Tahun 2002 dimana dalam sidang tersebut memperkuat kedudukan 
BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu 
dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan 
kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga 
pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai 
lembaga yang independen dan profesional. Terbitnya undang-undang tersebut antara 
lain; Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang 
No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, 
semakin menunjang tugas BPK RI dalam melaksanakan audit atas pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara.  
Adanya kebutuhan dan harapan dari pemilik kepentingan (Stakeholder) 
terhadap pengelolaan keuangan negara menuntut pemerintah untuk dapat mengelola 
keuangan negara dengan baik (Good Governance). Prinsip-prinsip keadilan (fairness), 
transparansi (transparancy), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab 
(responsibility), moralitas, kehandalan (reliability), komitmen dan kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara merupakan inti 
dari konsep Good Governance dan Clean Government. Good Governance merupakan 
pilar utama untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang Clean Government. 
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Untuk memenuhi tuntutan stakeholder BPK RI diharapkan dapat melaksanakan tugas 
dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya. BPK sebagai lembaga negara yang bebas 
dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara 
memiliki komitmen yang kuat untuk memerangi KKN bersama-sama dengan semua 
pihak. 
Perkembangan ilmu audit forensik belakangan ini menjadi harapan bagi Bangsa 
Indonesia dalam menghadapi kecurangan terutama korupsi yang semakin marak. Audit 
forensik merupakan gabungan dari keahlian di bidang akuntansi, audit, dan hukum. 
Hasil dari audit forensik dapat digunakan dalam proses pengadilan atau bentuk hukum 
lainnya. Seorang auditor forensik harus memiliki kompetensi akademis dan empiris 
yang berkaitan dengan proses litigasi. Oleh karena itu perlu adanya kajian maupun 
penelitian-penelitian lebih lanjut dalam mengembangkan ilmu audit forensik dan 
investigasi. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Pengertian dan Landasan Teori Munculnya Audit Forensik 
Teori yang menlandasi munculnya audit forensik diantaranya adalah teori 
keagenan (Mayangsari, 2005 : 37). Teori keagenan menunjukkan bahwa pemisahan 
antara manajemen perusahaan dan hubungan pemilik kepada manajer merupakan hal 
yang penting untuk dilakukan. Pemisahan ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi 
dan efektivitas dengan menyewa pihak yang professional untuk mengelola perusahaan, 
tetapi pemisahan ini ternyata menimbulkan permasalahan. Permasalahan muncul ketika 
terjadi ketidaksamaan tujuan antara principal dan agen. 
Menurut ASOSAI, audit forensik juga dapat didefinisikan sebagai “the 
application of auditing skills to situations that have legal consequences”. Audit 
forensik merupakan gabungan dari keahlian di bidang akuntansi, audit, dan hukum. 
Hasil dari audit forensik dapat digunakan dalam proses pengadilan atau bentuk hukum 
lainnya. Seorang auditor forensik harus memiliki kompetensi akademis dan empiris 
yang berkaitan dengan proses litigasi. 
Menurut Charterji (2009), audit forensik dapat didefinisikan sebagai aplikasi 
keahlian mengaudit atas suatu keadaan yang memiliki konsekuensi hukum. Audit 
forensik umumnya digunakan untuk melakukan pekerjaan investigasi secara luas. 
Pekerjaan tersebut meliputi suatu investigasi atas urusan keuangan suatu entitas dan 
sering dihubungkan dengan investigasi terhadap tindak kecurangan (fraud), oleh karena 
itu audit forensik sering juga diartikan sebagai audit investigasi. Audit investigasi itu 
sendiri merupakan salah satu metode di dalam audit kecurangan (fraud audit), yaitu 
merupakan fraud audit yang pelaksanaannya setelah diketahui (teridentifikasi) adanya 
kecurangan, misalnya korupsi. 
 
Teknik-teknik Audit Forensik 
Teknik audit menurut Tuannakotta (2010:349) adalah cara-cara yang dipakai 
dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik 
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audit adalah bukti audit. Terdapat tujuh teknik audit menurut Tuanakotta (2010:350-
359), yakni: 
 
a. Memeriksa Fisik (Physical examination) 
Memeriksa fisik lazimnya diartikan sebagai penghitungan uang tunai (baik dalam 
mata uang rupiah atau mata uang asing), kertas berharga, persediaan barang, aset 
tetap, dan barang berwujud (tangible assets) lainnya. 
 
b. Meminta konfirmasi (Confirmation) 
Meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain (dari yang diaudit investigatif) 
untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Dalam audit, 
teknik ini umumnya diterapkan untuk mendapatkan kepastian mengenai saldo 
utang-piutang. Akan tetapi sebenarnya ia dapat diterapkan untuk berbagai 
informasi, keuangan maupun nonkeuangan. 
 
c. Memeriksa dokumen (documentation) 
Tidak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Definisi dokumen 
menjadi lebih luas pada saat ini seiring dengan kemajuan teknologi, termasuk 
informasi yang diolah, disimpan dan dipindahkan secara elektronis (digital). 
 
d. Review analatikal (analytic review atau analytical review) 
Menurut Stringer dan Stewart, review analitikal meliputi perbandingan antara data 
keuangan menurut catatan dengan apa yang wajarnya atau layaknya harus terjadi. 
Substansinya adalah sebagai suatu penalaran deduktif. Penekanannya adalah pada 
penalaran, proses berfikirnya. Penalaran yang membawa seorang auditor atau 
investigator pada gambaran yang diperoleh secara global, menyeluruh atau 
aggregate. 
 
e. Meminta informasi lisan atau tertulis dari auditee (inquiries of the auditee) 
Meminta informasi baik lisan maupun tertulis kepada auditee, merupakan prosedur 
yang biasa dilakukan auditor. Permintaan informasi harus dibarengi, diperkuat atau 
dikolaborasi dengan informasi dari sumber lain atau diperkuat (substantiated) 
dengan cara lain. Permintaan informasi sangat penting dan juga merupakan 
prosedur yang normal dalam suatu audit investigatif. 
 
f. Menghitung kembali (reperformance) 
Menghitung kembali atau reperform tidak lain dari pengecekan kebenaran 
penghitungan (kali, bagi, tambah, kurang dan lain-lain). Ini prosedur yang sangat 
lazim dalam audit. Biasanya tugas ini diberikan kepada seseorang yang baru mulai 
bekerja sebagai auditor, seorang junior auditor di kantor akuntan. Dalam audit 
investigatif, perhitungan yang dihadapi umumnya kompleks, didasarkan atas 
kontrak atau perjanjian yang rumit, mungkin sudah terjadi perubahan dan 
renegosiasi berkali-kali dengan pejabat (atau kabinet) yang berbeda. Perhitungan 
ini dilakukan atau disupervisi oleh investigator yang berpengalaman. 
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g. Mengamati (observation) 
Mengamati sering diartikan sebagai pemanfaatan indera kita untuk mengetahui 
sesuatu. 
 
Fraud 
Definisi Fraud menurut Black Law Dictionary adalah : 
1. A knowing misrepresentation of the truth or concealment of a material fact to induce 
another to act to his or her detriment; is usual a tort, but in some cases (esp. when the 
conduct is willful) it may be a crime, 2. A misrepresentation made recklessly without 
belief in its truth to induce another person to act, 3. A tort arising from knowing 
misrepresentation, concealment of material fact, or reckless misrepresentation made to 
induce another to act to his or her detriment. 
Yang diterjemahkan, kecurangan adalah : 
 
1. Kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang 
disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain 
untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikannya, biasanya merupakan 
kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara disengaja) 
memungkinkan merupakan suatu kejahatan; 2. penyajian yang salah/keliru (salah 
pernyataan) yang secara ceroboh/tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya 
kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi atau menyebabkan orang lain 
bertindak atau berbuat; 3. Suatu kerugian yang timbul sebagai akibat diketahui 
keterangan atau penyajian yang salah (salah pernyataan), penyembunyian fakta 
material, atau penyajian yang ceroboh/tanpa perhitungan yang mempengaruhi orang 
lain untuk berbuat atau bertindak yang merugikannya. 
Menurut Subandijo dalam diktatnya halaman tujuh, mendefinisikan kecurangan 
sebagai berikut: Kecurangan adalah suatu penyimpangan atau perbuatan melanggar 
hukum (illegal act) yang dilakukan dengan sengaja, untuk tujuan tertentu. Didalam 
buku “The Coming Crisis in Accounting” sebagaimana telah dikutip oleh Subandijo. 
The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa 
Kecurangan Bersertifikat, merupakan organisasi professional bergerak di bidang 
pemeriksaan atas kecurangan yang berkedudukan di Amerika Serikat dan 
mempunyai tujuan untuk memberantas kecurangan, mengklasifikasikan fraud 
(kecurangan) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah “Fraud Tree” 
yaitu Sistem Klasifikasi Mengenai Hal-hal Yang Ditimbulkan Sama Oleh 
Kecurangan (Uniform Occupational Fraud Classification System), mengkategorikan 
kecurangan dalam tiga kelompok sebagai berikut: 
 
a. Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud) 
Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang 
dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material Laporan Keuangan 
yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat finansial 
atau kecurangan non finansial.  
b. Penyalahgunaan aset (Asset Misappropriation) 
Pengambilan asset secara illegal yang dilakukan oleh seseorang yang diberi 
wewenang untuk mengelola atau mengawasi asset tersebut (penggelapan). 
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c. Korupsi (Corruption) 
Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut ACFE, 
bukannya pengertian korupsi menurut UU Pemberantasan TPK di Indonesia. 
Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (conflict of 
interest), suap (bribery), pemberian illegal (illegal gratuity), dan pemerasan 
(economic extortion). 
 
William C. Boyton dalam Modul Fraud Auditing Pusdiklat BPKP (BPKP, 
2008:14) menyebutkan terdapat 3 (tiga) faktor pendorong terjadinya fraud, yang lebih 
dikenal dengan “fraud triangle” yaitu opportunity, preassure dan rationalization. 
Opportunity (kesempatan) untuk melakukan fraud tergantung pada kedudukan 
pelaku terhadap objek fraud. Kesempatan untuk melakukan fraud selalu ada pada 
setiap kedudukan, hanya ada kesempatan besar dan kesempatan kecil. Kesempatan 
adalah kondisi yang paling mudah dikendalikan. Preassure (tekanan) untuk melakukan 
fraud lebih banyak tergantung pada kondisi individu seperti masalah keuangan maupun 
tekanan non finansial. Rationalization (rasionalisasi) terjadi apabila sesorang 
membangun pembenaran atas fraud yang dilakukannya. 
Langkah penting yang harus dilakukan oleh auditor untuk mengetahui ada 
tidaknya fraud adalah dengan cara mendeteksinya. Deteksi fraud adalah aktivitas untuk 
mengetahui (BPKP, 2008:46): 
 
a. Bahwa tindakan fraud telah terjadi (ada), 
b. Apakah organisasi/perusahaan menjadi korban atau sebagai pelaku fraud, 
c. Adanya kelemahan dalam pengendalian intern serta moral pelaku yang menjadi 
penyebab terjadinya fraud, 
d. Adanya suatu kesalahan dan ketidakberesan. 
 
 Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan 
manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu 
meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, 
manajemen dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai 
dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas 
dan efesiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum & peraturan yang berlaku 
(COSO: 1992). 
 
Pencegahan fraud yang efektif memiliki 5 (lima) tujuan (BPKP, 2008:38) yaitu: 
a. Prevention 
Mencegah terjadinya fraud secara nyata pada semua lini organisasi; 
b. Deterance 
Menagkal pelaku potensial bahkan tindakan untuk yang bersifat coba-coba; 
c. Discruption 
Mempersulit gerak langkah pelaku fraud sejauh mungkin; 
d. Identification 
Mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian; 
e. Civil action prosecution 
Melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan 
kecurangan kepada pelakunya. 
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Keuangan Negara 
Pengertian keuangan negara menurut Wikiapbn adalah semua hak dan kewajiban 
negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun 
berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak 
dan kewajiban tersebut. 
 
Sedangkan, ruang lingkup keuangan negara meliputi: 
1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, serta 
melakukan pinjaman; 
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan 
negara dan membayar tagihan pihak ketiga; 
3. Penerimaan negara; 
4. Pengeluaran negara; 
5. Penerimaan daerah; 
6. Pengeluaran Daerah; 
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain 
berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai 
dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan 
negara/perusahaan daerah; 
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; 
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan 
pemerintah. 
 
Badan Pemeriksa Keuangan RI 
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (disingkat BPK RI) adalah 
lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki 
wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Badan 
Pemeriksa Keuangan RI menjadi satu-satunya lembaga eksternal pemerintah yang 
mempunyai kewenangan dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara. Badan 
Pemeriksa Keuangan terbentuk berdasarkan amanat UUD Tahun 1945, pasal 23 ayat 
(5) yang menyatakan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan 
Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan 
dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat. 
 
Dalam melaksanakan misinya BPK menjaga nilai-nilai dasar sebagai berikut: 
1. Independensi 
Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, 
maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, 
kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, 
dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi. 
2. Integritas 
Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam 
menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan. 
3. Profesionalisme 
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Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, 
ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku. 
 
Joint Audit 
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 65 Tahun 2008 
tentang Organisasi Tata kerja Inspektorat Jenderal Depdiknas (Itjen Depdiknas), Itjen 
Depdiknas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan 
Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Pada tahun 2009 ini, tugas Itjen 
Depdiknas bertambah dengan adanya permintaan Mendiknas untuk melaksanakan audit 
terhadap program-program yang bertemakan Wajib Belajar 9 Tahun. Permintaan 
Mendiknas tersebut telah dimantapkan melalui persetujuan penganggaran dengan 
cakupan seluruh Kabupaten/Kota untuk 5 (lima) program, yaitu: 
 
a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar; 
b. Program Peningkatan Mutu Sekolah Dasar; 
c. Program Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing; 
d. Program Sertifikasi Guru; dan 
e. Program Pendidikan Tinggi (yang mendukung Program Wajib Belajar Pendidikan 
Dasar 9 Tahun). 
 
Pelaksanaan audit terhadap program-program bertemakan Wajib Belajar 9 Tahun 
memerlukan sumber daya manusia yang sangat besar, mengingat berdasarkan rencana 
kerja dan penganggarannya, sasaran audit diharapkan mencapai seluruh 
Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi program-program tersebut. Kondisi ini 
tidak sejalan dengan keterbatasan SDM di Itjen Depdiknas hanya memiliki SDM 
sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) personil.  
Untuk menutupi kebutuhan SDM auditor, Itjen Depdiknas melakukan 
kerjasama operasional audit dengan beberapa Instansi Pengawasan, termasuk dengan 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan c.q. Deputi Pengawasan Instansi 
Pemerintah Bidang Polsoskam. Sehubungan dengan kegiatan joint audit tersebut, Itjen 
Kemdiknas telah melakukan kerjasama operasional audit dengan BPKP cq Deputi 
Pengawasan Instansi Pemerintah (PIP)   Bidang  Polsoskam   sesuai  perjanjian  Nomor  
    tanggal   15 Desember  2008. Kerjasama ini bertujuan untuk 
meningkatkan jangkauan pengawasan dan pemeriksaan atas program pendidikan 
nasional dalam rangka memperkuat tata kelola kepemerintahan (governance), 
akuntabilitas pengelolaan APBN, peningkatan kinerja, dan pelayanan publik di 
lingkungan Depdiknas. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti membuat 
suatu usaha untuk memahami suatu realitas organisasi tertentu dan fenomena yang 
terjadi dari perspektif semua pihak yang terlibat. Penelitian kualitatif digunakan untuk 
menggambarkan, mengumpulkan, menyajikan dan mengiterpretasikan data atau fakta 
sehingga didapat suatu gambaran secara deskriptif dan sistematis. 
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Objek penelitian ini adalah Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 
Negara atas kegiatan joint audit pada Itjen Kemendiknas Tahun 2009. 
Data yang dikumpulkan sebagai bahan analisa dan dasar pengambilan simpulan 
adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 
Negara atas kegiatan joint audit pada Itjen Kemendiknas Tahun 2009, hasil wawancara 
dengan auditor BPK terkait kegiatan joint audit, Petunjuk Teknis Pemeriksaan 
Investigasi atas Tindak Pidana Korupsi yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah, 
Pedoman Manajerial Audit Operasional atas Kegiatan Joint Audit pada Itjen 
Kemdiknas dan dokumentasi yang berasal dari studi pustaka. 
 
Penelitian ini menggunakan dua macam teknik pengumpulan data yaitu: 
1. Studi Lapangan 
Penulis berusaha untuk melakukan penelitian lapangan guna mengumpulkan 
data-data mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara pada Itjen 
Kemdiknas TA 2009. Penelitian lapangan dilakukan di kantor Badan Pemeriksa 
Keuangan RI. Penulis terlibat langsung dalam proses audit terkait kegiatan joint audit 
tersebut, sehingga lebih mudah bagi penulis dalam memperoleh data-data terkait 
permasalahan tersebut. Selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap 3 orang 
yaitu Kepala Sub Auditorat VI.A.2 yang membawahi entitas Kemdiknas, ketua tim 
pemeriksa dan anggota tim pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan RI terkait 
permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Teknik wawancara yang 
dipergunakan adalah wawancara mendalam dan tidak berstruktur. Hal ini dimaksudkan 
untuk memperoleh data yang lebih lengkap sekaligus menyerap sebanyak mungkin 
informasi yang terkait. Walaupun wawancara dilakukan secara tidak berstruktur, 
penulis tetap memiliki aturan dan sistematika wawancara. Keterangan yang diberikan 
oleh informan akan dijadikan data dan dicatat secara garis besar sekaligus 
dipergunakan sebagai pedoman selama berlangsungnya wawancara. 
 
2. Studi Pustaka 
Dalam melakukan studi pustaka, penulis berusaha untuk memperoleh gambaran 
yang lebih jelas, komprehensif, mengenai teori-teori terkait akuntansi forensik, fraud, 
peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, serta referensi-referensi 
lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diangkat dalam penulisan 
penelitian ini. Studi pustaka dilakukan baik itu dari literatur yang ada di Perpustakaan 
maupun yang berasal dari internet. 
Analisis data dalam penelitian ini, dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan 
teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal di dalam undang-undang 
terpenting yang relevan terhadap permasalahan. Membuat sistematika dari data-data 
tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan 
yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan 
dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data 
seleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan 
solusi terhadap permasalahan yang dimaksud. 
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ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Langkah-langkah dalam Audit Forensik 
 
1. Tahap Pra Audit Forensik 
Tahap pra audit forensik dilaksanakan dalam rangka memahami, menganalisis, 
mengevaluasi serta pengambilan keputusan atas informasi awal yang didapatkan, 
apakah informasi awal tersebut layak untuk dilanjutkan ke tahap audit investigatif 
atau tidak. Dalam kasus ini, informasi awal berawal dari hasil audit LKK/L atas 
Inspektorat Jenderal TA 2009. Hasil konfirmasi atas biaya perjalanan dinas pada 
Itjen Kemdiknas diketahui bahwa terdapat beberapa pertanggungjawaban fiktif 
pada biaya perjalanan dinas. Selain itu, terdapat informasi awal berupa pengaduan 
terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Inspektur pada Itjen 
Kemdiknas TA 2009. 
 
2. Tahap Persiapan Audit Forensik 
Persiapan audit forensik bertujuan agar pelaksanaan audit forensik berjalan efisien 
dan efektif serta mencapai tujuan. Kegiatan dalam persiapan audit mencakup: 
a. Pengembangan Hipotesis 
Hipotesa atas kasus ini adalah “Inspektur pada Itjen Kemdiknas telah 
melakukan penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan joint audit TA 2009.” 
b. Penyusunan Program Audit Forensik 
Penyusunan program audit forensik dilakukan dalam rangka menyusun langkah-
langkah dalam membuktikan hipotesis yang telah ditetapkan. 
 
c. Penentuan Kebutuhan Sumber Daya 
Penentuan sumber daya pendukung audit baik jumlah maupun kualifikasinya 
ditentukan oleh penanggung jawab audit atau pejabat BPK yang ditunjuk, 
dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan rumitnya masalah yang akan 
diperiksa.  
d. Penerbitan Surat Tugas. 
Setelah program audit disetujui oleh penanggung jawab maka diterbitkan surat 
tugas oleh Anggota VI BPK. 
 
3. Tahap Pelaksanaan Audit Forensik 
Audit forensik dalam audit pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara 
TA 2009 atas kegiatan joint audit dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai 
berikut: 
 
a. Entry Briefing 
b. Pelaksanaan Audit berdasarkan Program Audit yang telah ditetapkan. 
c. Pemaparan tim audit kepada intern BPK mengenai informasi umum dan hal-hal 
penting yang dilaksanakan dalam audit dimaksud. 
d. Permintaan tanggapan atas temuan audit kepada pihak yang diperiksa (auditee). 
e. Kesepakatan terhadap tindak lanjut hasil audit. 
f. Exit Meeting. 
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4. Tahap Pelaporan Audit Forensik 
Setelah tahap pelaksanaan audit dilakukan, tim audit harus menyusun laporan 
audit forensik dengan mempertimbangkan prinsip pelaporan, susunan laporan serta 
review dan tanda tangan pengesahan laporan hasil audit. Prinsip pelaporan audit 
forensik memperimbangkan prinsip akurat, jelas, tidak memihak, relevan dan tepat 
waktu. 
 
Teknik-teknik yang Digunakan Dalam Audit Forensik 
Audit atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara pada Itjen 
Kemdiknas TA 2009 menggunakan beberapa teknik audit antara lain: 
 
1. Pengumpulan Informasi dan Dokumentasi 
Berdasarkam Pasal 10 huruf a UU No. 15 Tahun 2004 dan Pasal 9 ayat (1) huruf b 
UU No. 15 Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada BPK untuk meminta 
dokumen yang wajib disampaikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, Bdan Usaha 
Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga 
atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Dokumen yang dikumpulkan 
adalah dokumen yang terkait dengan indikasi tindak pidana korupsi keuangan 
negara. 
 
2. Permintaan Keterangan, Konfirmasi dan Rekonsiliasi 
Permintaan keterangan baik itu tertulis maupun lisan dilakukan oleh auditor untuk 
memperoleh keyakinan memadai atas informasi yang dibutuhkan dalam kaitannya 
dengan audit. Permintaan keterangan tertulis dilakukan dengan membuat Berita 
Acara Permintaan Keterangan (BAPK), Surat Pernyataan, dan pengisian kuesioner, 
sedangkan permintaan keterangan lisan dilakukan dengan teknik wawancara. 
Sedangkan, konfirmasi diperoleh dengan mengajukan pertanyaan dalam rangka 
mendapatkan penegasan dari pihak lain. Bukti konfirmasi yang diperoleh saat audit 
merupakan bukti surat sepanjang didukung dengan bukti lain yang sah (pasal 187 
huruf d KUHAP). Konfirmasi dalam audit ini dilakukan dengan mengkonfirmasi 
kepada pihak hotel dan maskapai atas pertanggungjawaban perjalanan dinas yang 
dilakukan dalam rangka kegiatan joint audit tersebut. Selain permintaan keterangan 
dan wawancara, rekonsiliasi merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk 
menyamakan akun yang ada di buku kas bendahara dengan buku bank (rekening 
koran). Teknik ini dilakukan dalam mengungkap ada atau tidaknya lapping. 
 
3. Pengamatan/Observasi 
Pengamatan diartikan sebagai pemanfaatan panca indra untuk mengetahui sesuatu. 
Auditor melakukan audit dengan mendatangi kantor Itjen Kemdiknas untuk 
melihat kondisi peralatan yang ada, kegiatan yang dilakukan, banyak dan ragam 
pegawai. Pengamatan juga dapat dilakukan untuk menilai Sistem Pengendalian 
Internal entitas yang diperiksa. 
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4. Pemeriksaan Fisik  
Pemeriksaan fisik dilakukan dalam rangka melakukan penghitungan kas dalam 
bentuk uang tunai maupun yang ada di rekening Bank. 
 
5. Menghitung Kembali (Reperformance) 
Auditor melakukan pengecekan kembali atas kebenaran penghitungan (kali, bagi, 
tambah, kurang, dll) pada buku kas bendahara. 
 
6. Review Analitikal 
Review analitikal adalah suatu bentuk penalaran yang membawa auditor pada 
gambaran mengenai wajar atau pantasnya suatu data individual disimpulkan dari 
gambaran yang diperoleh secara global. Kesimpulan wajar atau tidak diperoleh 
dari perbandingan terhadap benchmark. Kesenjangan antara apa yang dihadapi 
dengan benchmark: apakah ada kesalahan (error), fraud, atau salah merumuskan 
patokan. Teknik audit ini dilakukan dengan membandingkan data atau dokumen 
dari suatu periode ke periode atau antar unit kerja. 
 
Sistem Pengendalian Intern Pengelelolaan Keuangan Negara pada Itjen 
Kemdiknas TA 2009 
Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral meliputi audit, review, 
evaluasi, pemantauan dan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi 
organisasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 
pimpinan dan personil dalam unit organisasi untuk memberikan keyakinan memadai 
atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan 
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan. Audit atas SPI bertujuan untuk mengetahui apakah sistem 
pengendalian terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Inspektorat 
Jenderal Kemdiknas tahun 2009 telah memadai serta mengidentifikasi kelemahan-
kelemahan yang memerlukan audit lebih lanjut. Audit pengelolaan dan 
pertanggungjawaban keuangan Itjen Kemdiknas tahun 2009, khususnya kegiatan joint 
audit dilakukan dengan metode pendekatan risiko yang didasarkan pada pemahaman 
entitas dan pengujian terhadap efektivitas sistem pengendalian intern atas pelaksanaan 
kegiatan-kegiatan mulai dari tahapan perencanaan, implementasi atau pelaksanaan 
kegiatan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan joint audit. Berdasarkan audit atas SPI 
yang meliputi unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, 
informasi dan komunikasi, serta pemantauan pada Inspektorat Jenderal Kemdiknas dan 
uji petik pelaksanaan kegiatan joint audit di wilayah Jawa Barat, Banten, Sumatera 
Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Papua menunjukan beberapa hal 
sebagai berikut: 
 
1 Lingkungan Pengendalian 
Hasil pengujian atas unsur lingkungan pengendalian pelaksanaan kegiatan joint 
audit pada Itjen Kemdiknas diketahui bahwa Pimpinan Itjen Kemdiknas belum 
dapat menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan 
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perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI dalam lingkungan kerjanya, 
yaitu: 
 
a. Pimpinan pada Itjen belum memberikan keteladanan dalam melaksanakan 
aturan perilaku, belum menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas 
penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap 
aturan perilaku, melakukan intervensi atau pengabaian pengendalian intern, 
dan menerapkan kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku 
tidak etis. Hal ini terlihat dari belum adanya upaya nyata untuk penegakan 
integritas dan nilai etika, antara lain pimpinan inspektorat membiarkan 
terjadinya pelanggaran aturan dalam perjalanan dinas, seperti adanya pegawai 
yang seharusnya sesuai surat tugas melakukan perjalanan dinas tetapi tidak 
melakukan dengan sepengetahuan atasan langsungnya dan menerima uang 
perjalanan dinas tanpa adanya teguran dari pimpinan atas penyimpangan 
tersebut. 
b. Dalam pelaksanaan joint audit, Itjen belum sepenuhnya mendorong adanya 
komitmen terhadap kompetensi, antara lain dalam penugasan joint audit 
dimasukkan anggota tim yang bukan auditor, bahkan untuk kegiatan joint 
audit dana BOS dimasukkan anggota tim yang berasal dari satker Kemdiknas 
di luar Itjen. 
c. Dalam penerapan joint audit belum diterapkan kepemimpinan yang kondusif, 
antara lain pimpinan di lingkungan Itjen belum mempertimbangkan risiko 
dalam pengambilan keputusan, seperti keputusan untuk melakukan joint audit 
tahap kedua yang tidak mempunyai dasar yang kuat, dan kurang 
mempertimbangkan kapasitas tenaga auditor yang ada, serta kebijakan untuk 
menyimpan uang dalam jumlah besar di ruangan kantor tanpa dimasukkan ke 
dalam brankas. 
d. Pimpinan di lingkungan Itjen belum melakukan interaksi secara intensif 
dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah, hal ini mengakibatkan tidak 
diketahuinya kondisi lapangan yang terjadi pada tim joint audit, antara lain 
adanya auditor yang mengupayakan pertanggungjawaban perjalanan dinas 
yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya namun terlihat sesuai 
dengan dana yang diterima berdasarkan SPPD. 
e. Dengan adanya berbagai permasalahan dalam joint audit, mulai dari lemahnya 
perencanaan, sampai dengan mengupayakan pertanggungjawaban yang tidak 
sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka Itjen Kemdiknas belum dapat 
secara efektif memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemdiknas. 
 
2 Penilaian Risiko 
Hasil pengujian atas unsur penilaian risiko terhadap pengelolaan dan 
pertanggungjawaban kegiatan joint audit menunjukkan bahwa pimpinan Itjen 
belum melakukan penilaian risiko yang memadai atas kegiatan joint audit yang 
merupakan kegiatan tambahan di luar kegiatan pengawasan dan audit rutin Itjen. 
Kegiatan joint audit mempunyai risiko tinggi karena melibatkan dana yang sangat 
besar yaitu Rp183.649.416.000,00 dan personil eksternal Itjen seperti BPKP, 
Inspektorat Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan 
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Provinsi/Kabupaten/Kota, LPMP, serta perguruan tinggi. Risiko yang seharusnya 
diantisipasi oleh Itjen, antara lain terkait dengan kemungkinan terjadinya 
penyimpangan pertanggungjawaban keuangan, dan tidak efektifnya kerjasama 
antar instansi di lapangan. 
 
3 Kegiatan Pengendalian 
Kegiatan pengendalian diselenggarakan sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan 
sifat dari tugas dan fungsi lembaga yang bersangkutan dan sekurang- kurangnya 
memiliki karakteristik, antara lain berupa kegiatan pengendalian diutamakan pada 
kegiatan pokok instansi pemerintah, kebijakan dan prosedur harus ditetapkan 
secara tertulis dan dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis, dan 
pengendalian fisik dan aset. 
Hasil pengujian terhadap aktivitas pengendalian menunjukan hal-hal sebagai 
berikut: 
 
a. Pemanfaatan dana joint audit sebesar Rp183.649.416.000,00 tidak direncanakan 
dengan baik.  Pimpinan Itjen dalam menyusun anggaran joint audit tidak 
berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya (riil), sehingga dilakukan 
optimalisasi atas sisa dana joint audit untuk melaksanakan kegiatan joint audit 
tahap II, padahal sebagian besar sasaran joint audit telah tercapai pada tahap 
sebelumnya.  Pelaksanaan joint audit tahap II tidak dilakukan dalam kerangka 
kerjasama joint audit tahap I dan tidak didukung dengan dokumen-dokumen 
perubahan anggaran yang memadai sehingga sulit diukur efektivitasnya. 
b. Pimpinan Itjen tidak membuat suatu kebijakan atau prosedur yang memadai 
penyimpanan dan penyaluran atas dana, maupun sisa dana kegiatan joint audit, 
serta pengembalian sisa dana joint audit dari BPKP. Sisa dana joint audit yang 
tidak terdistribusi dan pengembalian sisa dana joint audit yang dikendalikan 
oleh Tim Itjen disimpan di brankas dalam waktu yang relatif lama antara Mei 
2009 s.d Januari 2010, sedangkan pengembalian sisa dana joint audit dari BPKP 
ditampung di rekening pribadi BPP. Sisa dana tersebut tidak segera disetorkan 
ke kas negara dan baru disetorkan ke kas negara pada bulan Januari s.d Agustus 
2010. 
c. Pimpinan Itjen belum melakukan pembinaan sumber daya manusia secara 
optimal. Hal ini terbukti dengan adanya auditor yang melakukan tugasnya tidak 
sesuai dengan hari penugasan, dan membuat bukti-bukti pertanggungjawaban 
perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta adanya 
pegawai Itjen Kemdiknas yang telah menerima gratifikasi dari pihak ketiga. 
d. PPK sebagai penanggungjawab program dan BPP tidak menjalankan tugasnya 
secara optimal dalam melakukan verifikasi atas dokumen pendukung 
pertanggungjawaban keuangan, dengan melakukan klarifikasi atau konfirmasi 
atas kebenaran bukti-bukti pertanggungjawaban. Hal ini mengakibatkan, 
sebagian besar bukti pendukung pertanggungjawaban berupa tiket pesawat 
merupakan bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi 
yang sebenarnya, namun bukti-bukti perjalanan dinas yang 
dipertanggungjawabkan tersebut dibuat agar terlihat sesuai dengan dana yang 
diterima berdasarkan SPPD. 
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4 Informasi dan Komunikasi 
Sistem informasi dan komunikasi memungkinkan personil dalam organisasi untuk 
mendapatkan berbagai informasi yang diperlukan untuk mengelola, melaksanakan, 
dan mengendalikan kegiatan operasi, misalnya memperoleh informasi internal dan 
eksternal untuk diolah dan disajikan kepada manajemen atau menyajikan informasi 
relevan kepada pihak yang tepat secara tepat isi dan tepat waktu. Informasi harus 
dicatat dan dilaporkan kepada manajemen dan pihak lain yang ditentukan. 
Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu secara tepat waktu 
sehingga memungkinkan manajemen melaksanakan pengendalian dan tanggung 
jawabnya. Hasil pengujian terhadap sistem informasi dan komunikasi dalam 
pelaksanaan joint audit menunjukkan hal-hal sebagai berikut: 
a. Komunikasi antara tim audit Itjen dan tim audit yang berasal dari inspektorat 
wilayah provinsi/kabupaten/kota mengenai substansi penugasan tidak 
dilaksanakan secara baik. Hal ini terbukti dari uji petik di beberapa provinsi 
menunjukkan bahwa tim audit dari inspektorat provinsi/kabupaten/kota tidak 
mengetahui substansi mengenai program yang diaudit. 
b. Laporan hasil audit untuk setiap kabupaten/kota yang akan dikompilasi oleh 
BPKP menjadi laporan wilayah tidak segera disampaikan kepada BPKP, 
sehingga menghambat proses penyusunan laporan kompilasi nasional. 
c. Koordinasi pertanggungjawaban kegiatan antara Itjen Kemdiknas dengan BPKP 
perwakilan kurang optimal, hal ini terbukti dari keterangan petugas 
pengambilan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan joint audit di daerah 
ternyata dokumen pertanggungjawaban tidak dapat diambil pada saat petugas 
Itjen yang bersangkutan melakukan pengambilan dokumen ke BPKP 
Perwakilan. 
 
5 Pemantauan 
Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, 
dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang diselenggarakan 
antara lain melalui kegiatan supervisi, pembandingan, dan tindakan lain yang 
terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui 
penilaian sendiri atau review yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern 
pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. 
Hasil audit diketahui bahwa Itjen Kemdiknas belum optimal melakukan 
monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan 
joint audit. Hal ini terlihat dari Laporan Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Program 
Kerja Itjen Kemdiknas 2009, hanya menyebutkan bahwa kerjasama pengawasan 
dengan BPKP dalam bentuk joint audit, sedangkan evaluasi atas perencanaan, 
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan joint audit tidak dilaporkan. Hal 
tersebut akan menyulitkan pimpinan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu 
program dan hambatan serta kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan 
sesungguhnya guna mendukung pengambilan suatu keputusan. 
 
Tindak Kecurangan yang Dilakukan dalam Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Negara pada Itjen Kemdiknas Tahun 2009 
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Dalam audit atas kegiatan joint audit yang dilaksanakan oleh Itjen Kemdiknas 
tahun 2009, Badan Pemeriksa Keuangan mendeteksi adanya beberapa penyimpangan 
dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara tersebut antara lain: 
 
1. Sisa Dana Joint Audit tidak disetor ke Kas Negara tetapi disetor ke rekening 
pribadi Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) senilai Rp13.684.511.953,00 
2. Terdapat pertanggungjawaban fiktif dalam kegiatan Joint Audit tahun 2009 
 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, IMPIKASI DAN SARAN 
Kesimpulan 
Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membandingkan teori audit 
forensik dengan praktek di lapangan dalam pelaksanaan audit atas pengelolaan dan 
pertanggungjawaban keuangan negara pada kegiatan joint audit di Itjen Kemendiknas 
TA 2009 yang dilakukan oleh BPK RI, bagaimana BPK mengidentifikasi dan 
mendeteksi adanya dugaan kecurangan yang dilakukan dalam kegiatan joint audit TA 
2009 serta melakukan analisa sistem pengendalian internal dalam kegiatan joint audit 
sebagai bahan masukan bagi pengembangan dan pengkajian tentang ilmu audit 
terutama bagi pengembangan forensic audit dan menjadi masukan bagi seluruh 
pengelola anggaran pada Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah agar lebih 
berhati-hati dalam melakukan pengelolaan keuangan negara/daerah. Selain itu, 
penelitian ini bertujuan sebagai pembelajaran, pengetahuan dan pemahaman terkait 
teori-teori dengan ilmu audit secara umum dan audit forensic secara khusus. Hasil 
analisa dan pembahasan yang telah diuraikan dalam BAB IV maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
 
1. Teknik-teknik yang digunakan oleh auditor dalam melakukan suatu pemeriksaan 
sangat berpengaruh pada hasil pemeriksaan. Teknik-teknik tersebut kemudian 
dijabarkan dalam suatu Program Pemeriksaan (P2) yang digunakan oleh seorang 
auditor sebagai bahan panduan dalam pelaksanaan prosedur audit di lapangan. 
Beberapa teknik audit yang ada dalam teori audit forensik telah dipraktekkan 
dalam pelaksanaan field audit oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan. 
 
2. Sistem pengendalian internal atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 
pada kegiatan joint audit TA 2009 di Itjen Kemendiknas belum memadai karena 
masih membuka peluang terjadinya fraud. Fraud merupakan interaksi antara 
kemauan dan kesempatan. Oleh karenanya dalam pencegahan fraud, upaya harus 
dilakukan kepada keduanya yaitu potential actor dan potential victim. Potential 
actor harus ditekan keinginannya agar tidak melakukan fraud sedangkan potential 
victim dibuatkan suatu sistem pengendalian internal yang baik agar tidak ada 
kesempatan untuk melakukan fraud. Peran BPK adalah mendorong entitas yang 
diperiksa untuk melakukan perbaikan sistem pengendalian internal agar dapat 
berfungsi secara efektif sehingga pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 
negara dapat dilaksanakan secara tertib, ekonomis, efesien dan efektif. 
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3. Kecurangan yang dilakukan dalam Pengelolaan Keuangan Negara pada Itjen 
kemdiknas TA 2009 antara lain: 
a. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pimpinan dengan 
mengusulkan, mengetahui serta menerima biaya perjalanan dinas atas 
anggaran kegiatan joint audit tahun 2009 yang tidak dilaksanakan 
sebagaimana mestinya. 
b. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh BPP dengan menyimpan 
uang negara ke rekening pribadi BPP dan belum disetorkannya uang sisa 
kegiatan sampai dengan tahun anggaran berakhir. 
c. Penggunaan SPJ fiktif yang dilakukan oleh pegawai dalam pencairan anggaran 
perjalanan dinas kegiatan joint audit TA 2009. 
 
Keterbatasan 
Pelaksanaan dan hasil penelitian ini mengandung beberapa keterbatasan , antara lain: 
1. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pengalaman field audit dan studi kepustakaan 
dengan menggunakan data primer maupun data sekunder sehingga penelitian ini 
lebih bersifat subjektif dan belum dapat digeneralisir. 
2. Penelitian ini hanya sebatas pada pemeriksaan atas efisiensi, efektifitas dan 
kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pengelolaan 
keuangan negara atas perjalanan dinas kegiatan joint audit pada Itjen Kemdiknas 
TA 2009, tidak sampai pada proses hukum atas penyelesaian kasus tersebut karena 
proses hukum masih berjalan. 
3. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang tidak menguji signifikasi hasil 
sehingga lebih bersifat subjektif. 
 
Implikasi 
Implikasi atas hasil penelitian terkait dengan laporan hasil pemeriksaan tersebut, 
peneliti menyarankan sebagai berikut: 
1. Atas lemahnya SPI pada Itjen Kemdiknas, agar dilakukan review ulang secara 
menyeluruh terhadap sistem pengendalian intern yang berjalan dan selanjutnya 
memperbaiki kelemahan, merancang dan menerapkan pengendalian intern yang 
memadai serta mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian. 
2. Atas temuan “Sisa Dana Joint Audit tidak disetor ke Kas Negara tetapi disetor ke 
rekening pribadi Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) senilai 
Rp13.684.511.953,00” disarankan kepada Inspektur Jenderal Kemdiknas 
meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang 
dilakukan oleh PPK/Penanggungjawab kegiatan dan BPP serta kepada BPP untuk 
mempertanggungjawabkan dan atau menyetorkan ke kas negara atas sisa dana joint 
audit sebesar Rp13.684.511.953,00. 
3. Atas temuan “Terdapat pertanggungjawaban fiktif dalam kegiatan joint audit tahun 
2009” peneliti menyarankan kepada Inspektur Jenderal kemdiknas sebagai berikut: 
a. Mengenakan sanksi kepada pejabat yang tidak melaksanakan perjalanan dinas 
sesuai ketentuan perundang-undangan. 
b. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan 
oleh PPK dan BPP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk 
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mencegah berulangnya pembuatan bukti-bukti pertanggungjawaban secara 
tidak benar. 
c. Memerintahkan PPK/Penanggungjawab Kegiatan untuk 
mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas fiktif senilai 
Rp2.254.393.200,00 dan menyetorkan ke kas negara atas akomodasi hotel 
fiktif sebesar Rp113.599.550,00 sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. 
 
Saran  
Saran untuk penelitian berikutnya antara lain: 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode kuantitatif dalam metode 
penelitiannya agar lebih bersifat obyektif misalnya penelitian mengenai faktor-
faktor yang mempengaruhi unsur-unsur kerugian negara, faktor-faktor yang 
mempengaruhi audit forensik terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban 
keuangan negara, dan lain-lain. 
2. Sampel penelitian diperluas sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi. 
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